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ABSTRAK

Peran Kantor Pertanahan Kota Solok Dalam Menyelesaikan Tanah Konsolidasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah di
Kota Solok

Disusun oleh: Desi Ariani (171000474201038) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Penelitian ini dibimbing
Oleh Dr. Aermadepa S.H., M.H., sebagai pembimbing I, Adriyanti S.H., M.H,
sebagai pembimbing II.

Penelitian Penulis lakukan mengenai Konsolidasi tanah di Kota Solok guna
mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penyelesaian tanah konsolidasi, yang
nantinya akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai konsolidasi
tanah yang digunakan untuk meningkatkan-kualitas lingkungan permukiman. Dalam
penelitian ini penulis memiliki rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah Peran Kantor
Pertanahan Kota Solok dalam menyelesaikan tanah kensolidasi berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Konsolidasi Tanah Kota di Solok dan Kendala apa saja yang ditemui dalam
penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah di Kota Solok, serta Upaya apa saja
yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Solok dalam penyelesaian Konsolidasi
Tanah di kota solok. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Lokasi
penelitian di Kantor Pertanahan Kota Solok. Teknik pengumpulan data yang digunakan,
yaitu melalui wawancara dengan Narasumber-dari Kantor Pertanahan Kota Solok, dan
juga studi kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip-
arsip, dan bahan lainnya yang berbentuk tertulis dan berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Beberapa data dimintakan penjelasan pada Kantor Pertanahan Kota Solok Untuk
memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian hukum ini. Diperlukan adanya
pengaturan lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah yang dituangkan dalam bentuk
Peraturan Daerah. Mengenai ketentuan perbedaan luas pada saat pengukuran memang ada
ketentuan yang mengatur tentang perbedaan luas pada saat penjajakan kesepakatan yang
tertuang dalam berita acara. Selama ada ketentuan yang mengatur maka para pihak yang
mengikatkan diri harus tunduk pada peraturan yang berlaku agar tidak terjadi selisih
paham dan masyarakatpun paham kenapa tanah tersebut menjadi status tanah yang
dikonsilidasikan oleh pemerintah. Sehingga tujuan pelaksanaan konsolidasi tanah di Kota
Solok dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat tercapai.
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